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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh serikat buruh FSPMI
Jawa Timur khususnya DPC Sidoarjo dalam menyuarakan aspirasi terkait hak yang
selayaknya diterima selaku pekerja. Setelah tahap sebelumnya hanya melakukan tuntutan
terbuka melalui aksi massa secara langsung di jalan kini mereka berupaya untuk
memperjuangkan suara buruh melalui momen politik. Mereka pun berupaya untuk ambil
bagian dalam momen pemilihan legislatif 2019. Kiprah buruh dalam perpolitikan tanah air
tentunya secara historis juga masih erat kaitannya pada bagaimana keterlibatan buruh dalam
perjuangan kemerdekaan dan juga dinamika yang dilalui dalam setiap periode kepemimpinan
presiden. Faktor historis tersebut juga berimplikasi pada kondisi yang dihadapi buruh saat ini
memperjuangkan haknya, bagaimana buruh harus bersikap dalam dinamika politik saat ini
dengan harapan mampu memiliki representasi di jajaran legislatif. Penelitian kualitatif
purposive ini mengkaji bagaimana buruh menyikapi lonjakan atensi secara drastis elit politik
terhadap serikat buruh dalam momen politik dengan berberapa kesepakatan yang dalam kasus
ini FSPMI DPC Sidoarjo memberikan dukungan terhadap Partai Gerinda yang terbesar
dengan timbal balik jatah slot calon legislatif terhadap serikat FSPMI Jawa Timur DPC
Sidoarjo. Momen yang mulanya dianggap potensial bagi FSPMI untuk mampu mengirimkan
kadernya di jajaran legislatif ternyata bertolak belakang. Elit politik hanya memainkan peran
sebagai kelompok kepentingan yang mencoba membangun basis massa melalui serikat buruh
dengan seolah memperhatikan buruh elit politik terkait simpatinya terhadap kaum marginal
salah satunya buruh. Terbukti melalui adanya caleg pengusaha outsorcing yang notabene
mumpuni secara finansial berada pada satu dapil dengan caleg buruh. Kondisi tersebut pun
mempersempit ruang gerak caleg buruh dengan basis massa kaum marginal yang juga sedang
mereka perjuangkan namun belum sepenuhnya paham akan hal tersebut dan tergoyahkan
dengan politik uang.
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ABSTRACT

This study discusses the efforts made by the FSPMI East Java trade union especially
the DPC Sidoarjo in voicing aspirations regarding rights that should be received as workers.
After the previous stage of only making open demands through direct mass action on the
road, they are now trying to fight for the voice of the workers through political moments.
Therefore they are trying to take part in the 2019 legislative elections. The work of the
workers in the politics of the country is of course historically also still closely related to how
the involvement of workers in the struggle for independence and also the dynamics that are
passed in each period of the president's leadership. The historical factor also has
implications for the conditions faced by workers at this time fighting for their rights, how



workers must behave in the current political dynamics in the hope of being able to have
representation in the legislative ranks. This qualitative purposive study examines how
laborers respond to the drastic increase in attention of the political elite to trade unions in
political moments with several agreements which in this case FSPMI Sidoarjo provides the
largest support for the Gerinda Party with reciprocal ration for legislative candidates
against the East Java FSPMI union DPC Sidoarjo. The moment which was initially
considered potential for FSPMI to be able to send its cadres in the legislative ranks turned
out to be the opposite. The political elite only plays a role as an interest group that tries to
build a mass base through trade unions by paying attention to the workers of the political
elite regarding their sympathy towards the marginal people, one of them the workers.
Evidenced through the existence of out-of-business entrepreneur candidates who are in fact
financially capable of being in one electoral district with labor candidates. Which is the
condition which narrows the space for the movement of the legislative candidates with the
mass base of the marginal people which they are also fighting for but have not fully
understood this and are deterred by money politics.
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PENDAHULUAN

Buruh dan politik tentunya memiliki kesinambungan erat mengingat buruh juga
merupakan salah satu entitas yang terlibat dalam dinamika perpolitikan nasional sejak era
kemerdekaan. Sejak era colonial, mereka merupakan entitas yang berkontribusi besar terkait
proses terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara. Buruh memiliki karakter pergerakan
tersendiri sebagai kalangan marginal yang kerap kali tersubordinasi oleh kebijakan
pemerintah. Pergerakan buruh sangat berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi
nasional namun sayangnya tidak cukup banyak pihak yang mengerti akan hal tersebut
termasuk pemerintah. Pemerintah melalui kebijakannya seolah menyampaikan bahwa buruh
merupakan entitas industri yang memiliki cakupan berbeda dengan aspek perpolitikan
sehingga mengesampingkan suara buruh yang selama ini masih terus mendesak untuk dapat
ambil bagian dalam proses politik. Sikap buruh yang demikian merupakan hal yang sangat
wajar ketika kita melihat dari aspek historis yang mengatakan bahwa buruh selama ini telah
terlibat dalam proses pemilihan umum tepatnya pada tahun 1999, 2004, dan 2009 dengan
menggunakan nama spesifik partai buruh yang mana alasan utama mereka masuk ke dalam

roda pemerintahan yakni ingin memperjuangkan aspirasi dan hak buruh (Sandra, 2007: 113).

Beberapa kalangan masih mengangap tabu keterlibatan buruh dalam ranah politik
mulai dari aspek historis yang pernah dikambing hitamkan sebagai biang kerusuhan dan
fluktuasi sosial politik nasional. Secara empiris, banyak yang masih beranggapan bahwa

keterlibatan buruh dalam politik hanya untuk memperjuangkan suara buruh saja sehingga



tidak cukup general untuk mampu melihat melalui sudut pandang lebih luas dalam mengatasi
tugas rumah pemerintah. Anggapan demikian lah yang keliru mengingat ketelibatan buruhlah
sebagai salah satu yang mampu memberikan sudut pandang baru terhadap apa yang selama
ini menjadi tugas negara. Mereka sebagai pihak yang selama ini tersub-ordinasi oleh
kebijakan setidaknya mampu melihat apa yang selama ini salah dan apa yang perlu dibenahi
kedepan. Berbicara mengenai sistem negara yang demokratis setidaknya negara
memposisikan diri sebagai pengelola rakyat atas dasar urgensi rakyat pula sehingga proses
penetapan kebijakan pun melihat skala prioritas, tidak hanya menginginkan peetumbuhan

negara tanpa melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan.

Penelitian ini merupakan upaya melengkapi penelitian yang ada sebelumnya yang
mana pergerakan buruh selama ini diterjemahkan sebagai gelombang dinamika yang terpisah
antara sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini mengkaji bagaimana upaya yang coba
dilakukan oleh buruh untuk dapat menembus kembali ranah perpolitikan tanah air melalui isu
isu yang selama ini dibawa yang bahkan isu terkait mengalami perkembangan. Sejak tahun
2015 buruh membawa isu yang lebih luas terkait permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di
kalangan mereka yang mana salah satunya disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat
sasaran sehingga tidak cukup efektif untuk menjadi solusi. Buruh yang selama ini berjuang
melalui ranah publik dengan aksi turun ke jalan pun tidak membuahkan hasil terlebih suara
general masyarakat marginal yang mereka bawa menggiring opini publik bahwa buruh
berbicara terlalu jauh terkait apa yang mereka suarakan. Opini tersebut terbentuk mengingat
aspirasi buruh sendiri saja hingga saat ini belum berbuah hasil terlihat seolah terlalu jauh
untuk menyuarakan masalah lainnya. Buruh pun menggunakan momen pemilihan umum
legislatif 2019 sebagai media penyampaian aspirasinya selama ini. Buruh yang selama ini
dianggap terlalu ego menyuarakan aspirasinya sendiri kini telah mereka buktikan bahwa
buruh mampu menyuarakan isu sosial ekonomi lebih general. Keuntungan lainnya yakni
melonjaknya tensi terhadap serikat buruh dalam momen politik, tidak terkecuali terhadap
FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo.

Maksud penelitian ini tidak lain untuk mengulas mengapa serikat buruh termasuk
FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo mendapatkan lonjakan atensi dari eksternal dalam momen
politik. Serta melihat bagaimana efektivitas FSPMI sebagai serikat buruh dalam
memanfaatkan kesempatan yang diperoleh melalui momen politik ini untuk melakukan

perluasan isu masalah kaum marginal terhadap publik. Momen ini menjadi media



buruh untuk mengutarakan bahwasanya mereka membutuhkan konektifitas berbagai pihak
untuk mampu terlibat lebih jauh di ranah politik mengingat isu yang dibawa oleh buruh sudah
terbilang kompleks untuk dapat dijadikan fokus yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Kita selaku pembaca baik akademisi maupun mahasiswa maupun aktivis organisasi turut
dibutuhkan untuk dapat bersinergi bersama buruh untuk dapat merealisasikan penyelesaian
permasalahan yang sebenarnya tidak jauh dari sekitar kita. Tidak menutup kemungkinan juga
kita semua merupakan generasi yang akan melanjutkan dan menentukan bagaimana
keberlangsungan negara ini baik nantinya saat menjadi aparatur negara, aparatur pemerintah

ataupun elit lain yang nantinya juga akan menjalin kesepakatan dengan pemerintah.
METODE

Penelitan tentang efektivitas perluasan isu oleh serikat FSPMI Jawa Timur DPC
Sidoarjo selaku serikat pekerja ini dilakukan secara kualitatif yang mana dengan melakukan
pengambilan data secara langsung ke lapangan. Narasumber yang dituju pun dilakukan secara
purposive yang mana ditentukan berdasarkan bagaimana ketelibatan narasumber melalui
bagaimana peran, status ataupun jabatan narasumber dalam ketelibatannya pada kajian topik
ini seperti pengurus organisasi FSPMI regional Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten
Sidoarjo, beberapa calon legislatif dengan latar belakang buruh yang maju melalui Partai
Gerindra selaku partai pemberi slot calon legislatif terbesar terhadap FSPMI Jawa Timur, dan
juga warga yang terlibat dalam sosialisasi yang dilakukan oleh caleg buruh terkait. Metode
tersebut mampu digunakan sebagai alat interpretasi penelitian secara berkelanjutan dan
berkesinambungan terkait kajian penelitian serta pihak pihak yang terlibat di dalamnya
sehingga nantinya mampu menyajikan data kualitatif secara obyektif. Mengingat kesepakatan
yang dilakukan oleh FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo dan Partai Gerindra merupakan
elemen yang berkesinambungan dalam konteks pesta demokrasi dan sikap yang diambil

masing masing pihak tentunya memiliki dasar kepentingan berbeda.

Menggunakan konsep kelompok kepentingan serta kelompok penekan, penulis
mengasumsikan bahwa keterlibatan FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo memiliki peran
sebagai kelompok penekan dengan mendorong agenda mereka untuk memperoleh hasil yang
menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan dengan sikap kritis buruh terhadap
penetapan kebijakan pemerintah. Peran FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo sebagai kelompok
penekan dengan mendorong agenda mereka untuk dapat diakomodir oleh pemegang kuasa
melalui keterlibatan anggota buruh dalam pencalonan legislatif sebagai representasi
kelompok yang membawa kepentingan kaum pekerja serta kelomopk marginal lainnya.
Konsep tersebut diperkuat dengan menggunakan teori kampanye yang mana sebagai bentuk

komunikasi yang dilakukan secara keberlanjutan dan terencana dengan tujuan agar dapat



memberi dampak bagi publik yang menerima. Tindakan tersebut menjadi salah satu upaya
yang dilakukan oleh caleg buruh terhadap konstituennya dengan membawa program
“Sepultura” (Sepuluh Tuntutan Rakyat) yang merupakan program yang dirangkum oleh
FSPMI Jawa Timur dan dibawakan oleh buruh sebagai bentuk rangkuman keresahan
kelompok marginal untuk turut memperoleh haknya sebagai warga negara yang selama ini

justru terabaikan oleh kebijakan.

Teori pendukung yakni strategi politik yang bertujuan menganalisa bagaimana
FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo mengambil sikap dari pihak lain salah satunya yang
menjadi fokus yakni terhadap Partai Gerinda dengan tawaran 5 slot caleg yang diberikan.
Data tersebut kemdian disajikan dengan melihat bagaimana kelebihan serta kekurangan yang
dimiliki FSPMI Jawa Timur karena dua sisi tersebut cukup berpengaruh terhadap bagaimana
mereka bersikap terhadap tawaran yang datang dari luar. Tawaran serta peluang terhadap
serikat buruh atau pekerja untuk ambil bagian dalam proses politik praktis dalam penelitian
ini juga dianalisa melalui beberapa aspek yakni aspek historis serta aspek empiris. Kedua
aspek tersebut berkaitan dengan euforia momen politik terlebih dengan membawa platform
buruh yang secara historis melambangkan perjuangan rakyat sejak era perjuangan
kemerdekaan hingga saat ini. Secara empiris para elit politik berpikir bahwasanya lebih
mudah bagi mereka untuk memperoleh atensi publik. Pemberian ruang terhadap buruh pun
membentuk opini publik bahwasanya elit politik terkait memperdulikan nasib kelompok
marginal untuk kemudian bersedia untuk membawa ke taraf hidup lebih baik.

Di sisi lain ternyata justru lebih banyak faktor yang merugikan FSPMI Jawa Timur
karena ternyata lebih banyak hal yang merugikan daripada menguntungkan mereka selaku
serikat buruh. Hal tersebut terjadi mulai dari manajemen internal organisasi mereka hingga
realita yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan konstituen caleg buruh terkait serta
relasi mereka dengan elit politik utamanya Partai Gerindra yang ternyata kesepakatan yang
selama ini mereka jalani hanya mengarah pada satu kepentingan yakni kepentingan elit
politik Gerindra namun hanya dikemas dengan peluang yang seolah dapat diperolen FSPMI
khususnya Jawa Timur DPC Sidoarjo. Muncul dilema dari serikat buruh itu sendiri agar harus
bagaimanakah mereka bergerak saat ini, radikal ataukah moderat? Karena kedua pilihan

tersebut jika diimplementasikan saat ini hanya memberikan ruang gerak yang sangat



minim bagi para buruh dan serikatnya. Kunci dari kekuatan pergerakan serikat buruh atau
pekerja termasuk FSPMI yakni ada pada mereka masing masing serta tidak lepas dari
bagaimana mereka membentuk pola pikir. Sangat penting karena konstruksi pemikiran yang
mereka miliki akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka akan bersikap untuk menuju
cita cita bersama mereka, termasuk harapan mereka untuk mampu ambil bagian dalam politik

praktis serta nantinya bagaimana mereka mampu survive di sana.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Buruh jika dikaji berdasarkan asal mula istilahnya merupakan individu maupun
kelompok yang diberi kerja, sehingga secara langsung dapat disimpulkan ada pula kelompok
yang memberi kerja yang disebut pengusaha. Istilah buruh atau pekerja sendiri muncul ketika
era kolonial belanda dengan menyebut kaum pribumi yang terjajah kala itu sebagai kelas
pekerja. Begitu pula pergerakan buruh yang sejatinya sudah aja sejak zaman penjajahan
belanda yang hingga saat ini masih tetap eksis. Gerakan buruh pasca kemerdekaan sangat erat
kaitannya dengan dinamika sosial politik nasional. Sempat menjadi kekuatan utama presiden
Soekarno kala itu melalui partai PKI buruh memiliki akses serta konektifitas sangat kuat
terhadap pemerintah. Hanya saja ketika era orde baru buruh sepenuhnya dibungkam oleh
negara akibat tuduhan tindak anarkis yang kala itu menjadi perhatian nasional (Sandra, 2007:
72-78). Sudah menjadi hal lazim ketika buruh memiliki keterlibatan praktis dalam politik dan
menjalin kedekatan dengan aktor politik tertentu. Pasca orde baru tiga periode pemilihan
umum buruh turut serta meramaikan degan partisipasinya melalui partai buruh, hanya saja
sejauh itu hasil yang didapatkan. Salah satu alasan utama kala itu yakni keterbatasan
anggaran mengingat partisipasi praktis dalam politik membutuhkan anggaran dana

operasional yang sangat besar yang terhitung berat untuk dapat dilakukan oleh buruh

Terbuang dari jajaran politik tanah air buruh tetap berupaya untuk mampu memiliki
akses terhadap ruang politik walaupun terpaksa dengan cara meredam ego untuk bersedia
bergandengan dengan elit politik lain. Sehubungan dengan itu tuntutan buruh yang mulanya
bersifat materialis kini semakin jauh menjadi tuntutan politis. Dalam artian ketika itu apa
yang disuarakan oleh buruh hanya terkait hak-hak mereka selaku pekerja seperti upah, jam
kerja, kontrak kerja yang hanya bersifat materealistis saat ini meluas menjadi tuntutan politis
yang berkaitan dengan desakan penetapan regulasi pemerintah tentang jaminan ataupun
seperti desakan pencabutan kebijakan yang dianggap merugikan mereka seperti
pencabutan kebijakan tenaga kerja asing. Itulah mengapa semakin hari pergerakan buruh



yang mulanya hanya terjadi di kota kota besar dan padat industri kini meluas hingga wilayah
yang sebelumnya cukup hening dari suara dan pergerakan buruh, bahkan bukan termasuk
wilayah padat industri. Substansi pergerakan buruh saat ini cenderung makin kompleks
dengan membawa unsur sejarah di dalam pergerakan mereka seperti aksi yang terkadang
dilakukan hanya sekedar seremonial untuk mengenang pendahulu mereka yang berakhir
tragis akibat respon represif negara saat melangsungkan aksi. Hal tersebut lah yang menjadi
salah satu pemupuk kesadaran buruh terbesar terhadap tujuannya yang hingga saat ini mereka

anggap belum terwujud.

Sejalan dengan kesadaran politik mereka yang tetap berupaya untuk mampu
memperoleh akses terdekat dengan pemerintah. Alasan ringan yang dibawa oleh buruh yakni
agar mereka memiliki representasi di jajaran pemerintahan agar mereka benar benar memiliki
wakil rakyat yang memperjuangkan nasibnya, setidaknya melalui kontrol kebijakan agar
penetapan kebijakan pemerintah tidak membawa hasil yang merugikan bagi mereka. Terlebih
mereka menjadi menopang utama pemerintah seperti yang terjadi pada era kepemimpinan
Soekarno yang mana mereka sangat dekat dengan penguasa, mudah untuk menyampaikan
aspirasi, bahkan buruh kala itu menjadi prioritas pemerintah untuk memperoleh perbaikan
nasib secara konkrit. Mengingat angkatan kerja masyarakat Indonesia berdasarkan BPS*
mencapai 128 jiwa pada tahun 2018 yang tentunya akan bertambah di tahun 2019 ini
(disandur dari laman bps.go.id/statictable/2009/04/16/970/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-
bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-2018.html pada 27 Juli 2019). Jumlah tersebut
merupakan sebagian besar dari jumlah penduduk yang dalam artian kehadiran para buruh
atau pekerja ini memiliki dampak yang signifikan dalam roda sosial, ekonomi dan stabilitas
politik. Menjadi tugas rumah pemerintah untuk mampu menjaga laju perkembangan negara

melalui pemupukan kesejahteraan pekerjanya.

Temuan data tersebut sejalan dengan konsep kelompok kepentingan yang mana
kelompok dengan eksistensi yang berdasar kepada keterpihakan terhadap golongan tertentu
seperti FSPMI Jawa Timur selaku serikat pekerja yang tentunya pergerakannya terfokus pada
bagaimana agenda yang dimiliki melalui aspirasinya selama ini untuk mampu tersampaikan
(Cigler, 2015: 114). Penyampaian tersebut dilakukan agar pemerintah selaku penguasa
sekaligus pengelola rakyat mampu menetapkan kebijakan yang menguntungkan mereka atau
setidaknya kebijakan yang ditetapkan tidak membawa kerugian bagi mereka selaku kaum
pekerja. Setidaknya apa yang dilakukan FSPMI Jawa Timur cukup masuk akal mengingat

selama ini mereka lebih sering tersubordinasi oleh kebijakan pemerintah seperti salah satunya



inflasi nilai tukar yang mana upah pekerja mengalami kenaikan namun disisi lain harga
kebutuhan pokok yang tentunya harus mereka miliki juga mengalami kenaikan harga. Tujuan
utama kenaikan upah pekerja yang mulanya untuk mencapai taraf kesejahteraan pun lantas
gagal karena tergerus harga kebutuhan pokok sehari hari yang harus mereka penuhi. Makna
kesejahteraan pekerja yang mana pendapatan yang mereka harapkan dapat untuk sedikit

mendapatkan kebutuhan diluar kebutuhan pokok pun tidak terwujud.

Konseptual, kelompok penekan berperan sebagai fungsi kontrol kebijakan pemerintah
pun dilakukan oleh FSPMI Jawa Timur termasuk DPC Sidoarjo yang mana mereka
semaksimal mungkin menjadi kelompok masyarakat yang mampu menyampaikan agenda
khususnya untuk mampu direalisasikan oleh pemerintah seperti penetapan kebijakan terkait
pekerja magang, honorer untuk mampu dihapuskan karena dianggap melanggar hak pekerja
(Duverger, 1984: 58). Terkait penghapusan kebijakan tenaga kerja asing yang menjadi biang
tergerusnya kesempatan tenaga kerja lokal terlebih selama ini banyak ditemukan tenaga kerja
asing ilegal seperti di Jawa Timur dan Banten yang masuk dengan data fiktif yang
beridentitaskan pekerja profesional namun ditemukan mereka bekerja di sektor informal yang
sebenarnya dapat diisi oleh pekerja lokal. Upaya buruh sebagai pemeran fungsi kontrol
pemerintah dibutuhkan akses dengan elit politik yang setidaknya memiliki pandangan serupa.
Setidaknya, suara mereka mampu terwadahi dengan tepat dan dapat didengan oleh penguasa
karena kesinambungan ruang publik sebagai wadah aspirasi masyarakat tidak akan membawa
dampak positif ketika tidak memiliki kesinambungan yang kuat dengan ruang politik sebagai

ruang penentu arah kebijakan.

Kesadaran kaum buruh yang kuat bahwa ruang politik lebih potensial dan signifikan
dalam mewadahi suara mereka daripada sekedar melangsungkan aksi turun ke jalan menjadi
salah satu alasan mengapa FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo memilih untuk
memaksimalkan momen pemilihan legislatif 2019 dengan mengirimkan kader kader terbaik
mereka melalui beberapa partai politik yang beberapa diantaranya yakni Partai Gerindra.
Melalui aspek empiris dijelaskan bahwa banyak faktor yang mendukung hadirnya keputusan
mereka untuk ambil bagian dalam proses pemilihan legislatif yakni atensi partai politik yang
melonjak dratis ketika momen politik termasuk Pemilihan Legislatif 2019 ini. Hal tersebut
dikarenakan beberapa diantara partai politik memiliki basis organisasi buruh, baik partai
politik yang bernafaskan keagamaan maupun nasionalis. Suatu hal yang baik apabila FSPMI
Jawa Timur khususnya DPC Sidoarjo untuk mampu melebur dengan nilai nilai yang dibawa

oleh organisasi buruh beberapa partai politik. Terlebih garis besar cita-cita mereka masih



menuju pada satu titik yang sama yakni mengangkat kesejahteraan kelomopk marginal. Partai
politik terkait yang memiliki organisasi buruh pun tentunya ingin mengimplementasikan nilai
nilai yang dibawa selama ini untuk dapat memberi implikasi semaksimal mungkin bagi

masyarakat.

Di luar itu, ekspose berbagai media yang juga terhadap pergerakan partai buruh yang
menjalin kesepakatan dengan elit politik juga meningkat dratis. Logis terjadi karena masalah
kesejahteraan yang timpang serta pengangguran masih menjadi tugas besar negara yang
masih jauh dari kata tuntas. Di sisi lain, sorotan media menjadi sangat hangat karena dalam
momen politik kesepakatan antara aktor politik dengan buruh menjadi peta kekuatan politik
yang menarik mengingat buruh memiliki kuantitas besar dan signifikan bagi kekuatan suara
partai. Tidak terkecuali kesepakatan yang terjadi diantara beberapa partai seperti Gerindra
dengan FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo yang merupakan titik temu dari sebuah alur
panjang yang dilakukan oleh KSPI selaku konfederasi serikat pekerja yang memutuskan
untuk mendukung Pasangan Calon 02 dalam pemilihan presiden 2019 yang mana beberapa
anak federasi serikat pekerja di dalamnya, salah satunya yakni FSPMI turut menerima
dampaknya yakni mendapat jatah pencalonan legislatif sebanyak 5 slot di Jawa Timur baik
tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten yang salah satu diantaranya Kabupaten

Sidoarjo.

Melihat peluang yang terbuka lebar FSPMI Jawa Timur tidak berpikir terlalu lama
untuk segera menyusun strategi mulai dari penggodokan nama kader yang akan diajukan
hingga mempersiapkan isu isu yang nantinya akan dibawa dalam proses kampanye. Peter
Schroder mengemukakan bahwa teori strategi politik yang mana merupakan teknik yang
dilakukan oleh seorang politisi untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan berkaitan
dengan interaksi terhadap publik maupun aktor politik lain (Schroder, 2003: 189). FSPMI
Jawa Timur DPC Sidoarjo dinilai melakukan apa yang disebutkan Schroder ini karena cukup
responsif dengan semaksimal mungkin mengakomodasi tawaran dari beberapa partai dengan
alasan peluang untuk kembali masuk ke ranah politik dan merepresentasikan buruh di ruang
politik. Strategi politik yang digunakan FSPMI dalam momen pemilihan legislatif kali ini
adalah cooperate yang mana mereka menerima segala bentuk ajakan untuk bekerjasama
dengan mentah mentah tanpa memikirkan beberapa kemungkinan yang akan terjadi ke depan.
Strategi tersebut sangat memungkinkan untuk terjadi eksploitasi salah satu pihak terlebih
yang menerima tawaran.

Momen politik dianggap momen yang paling memungkinkan bagi FSPMI Jawa



Timur termasuk DPC Sidoarjo sebagai media perluasan isu pekerja karena aksi yang selama
ini mereka lakukan di luar momen politik mengalami cukup kendala termasuk salah satunya
keamanan dan izin mereka kali ini lebih leluasan untuk menyampaikan apa yang menjadi
aspirasi mereka selama ini. Pihak yang menjamin keberlangsungan mereka untuk
menyampaikan gagasan selama masa kampanye yakni KPU selaku pihak penyelenggaran
pemiluhan umum serta aparat keamanan sehingga di momen tersebut justru caleg buruh
memiliki keleluasaan. Selain Gerindra sebagai pemberi slot terbanyak untuk FSPMI Jawa
Timur ada pula PKB, PKS, PAN, Hanura yang juga memberikan masing masing satu slot
yang berarti di momen tersebut buruh memiliki panggung lebih untuk menyampaikan
aspirasi. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai jalan pintas buruh yang selama ini mungkin
hanya kelompok itu-itu saja, Kini simpatisan serta pendukung dari masing masing partai
politik juga memungkinkan untuk mengetahui bahwa gagasan yang selama ini dibawa oleh
buruh lebih luas dari yang mereka pikirkan. Tidak hanya mengenai tuntutan hak-hak pekerja

saja melainkan menyeluruh dan menyasar pada kelomopk marginal non-buruh lainnya.

Memungkinkan pula pada masa kampanye opini publik terbentuk bahwasanya kinerja
wakil rakyat yang selama ini mereka anggap tidak maksimal membawa perubahan kini telah
hadir solusi. Seperti halnya teori kampanye yang digunakan untuk memperkuat temuan data
penelitian ini bahwasanya proses kampanye merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan
secara terencana serta berkelanjutan dengan tujuan untuk mampu mempengaruhi massa
dalam jumlah besar pada kurun waktu tertentu secara efektif (Nimmo, 1993: 52). Caleg buruh
yang pada dasarnya merupakan bagian dari kelompok marginal yang mencoba menjadi
representasi di jajaran legislatif membawa citra baru bagi masyarakat. Opini masyarkat
demikian memungkinakan karena representasi dari golongan atau kelompok atas latar
belakang yang sama memberikan rasa percaya lebih kuat. Masyarakat pun menganggap
bahwa latar belakang dan kesamaan dinamika kehidupan yang dilalui memungkinkan seorang
buruh akan lebih minim dari tindak korupsi dan dianggap lebih amanah dalam menjalankan

tugas.

Semua upaya yang dilakukan oleh FSPMI Jawa Timur termasuk DPC Sidoarjo
ternyata mendapati realita yang bertolak belakang dari kesepakatan yang dijalin khsuusnya
oleh partai Gerindra. Caleg buruh umumnya anggota FSPMI mengalami berbagai ganjalan
atas ekspektasi yang dibangun selama ini seperti pengeluaran dana, konflik, serta kekuatan
massa. Konflik yang cukup mengejutkan yakni ketika muncul calon legislatif berlatar

belakang pengusaha outsourcing di daerah pemilihan yang sama dengan calon legislatif



buruh dari FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo yakni Dapil 1 tingkat Kabupaten Sidoarjo. yang
notabene memiliki kemampuan finansial lebih dari caleg buruh. Tidak hanya itu, seperti yang
diungkapkan oleh wakil ketua FSPMI DPW Jawa Timur sekaligus ketua FSPMI DPC
Sidoarjo bahwasanya caleg pengusaha outsourcing tersebut memiliki rekam jejak yang
bertolak belakang dengan realisasi hak-hak para pekerjanya. Kasus ini menggambarkan
bahwa selama momen politik ini FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo berada dalam situasi
yang semu, seolah olah mereka diberikan peluang untuk merepresentasikan buruh di jajaran
legislatif, memberi pengharapan buruh untuk mampu lepas dari sub-ordinasi kebijakan
pemerintah selama ini namun senyatanya mereka hadang oleh lawan yang lebih mumpuni

secara finansial untuk mampu meraih suara para pemilih pragmatis.

Konstituen yang telah dibangun oleh calon legislatif buruh pun tidak berjalan dengan
maksimal terutama dari kalangan perkerja yang non-anggota FSPMI atau serikat pekerja
lainnya. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan warga yang tinggal di salah satu
titik kampanye caleg buruh, mereka tidak menyadari bahwasanya mereka bagian dari pekerja
yang sedang diperjuangkan sehingga bukan menjadi suatu dorongan bagi warga terkait untuk
memilih caleg buruh tersebut. Angka anggota yang diklaim buruh FSPMI di dapil caleg
tersebut maju bukan merupakan angka konkrit karena cukup banyak dari anggota buruh
merupakan pekerja pendatang di Sidoarjo sehingga tidak memiliki hak pilih dan tidak dapat
berkontribusi terhadap perolehan suara caleg buruh FSPMI. Kondisi tersebut tentunya sangat
berpengaruh tehadap hasil kampenye yang dilakukan oleh para buruh karena apa yang
dilakukan selama proses kampanye tidak berjalan searah dengan hasil yang diperoleh dan
jauh dari estimasi. Hal tersebut dapat dimungkinkan akibat kurangnya memperhatikan perihal

yang sepertinya kecil namun berdampak besar.

Calon legislatif buruh setidaknya memulai masa kampanye tidak hanya menyajikan
isu yang selama ini sedang diperjuangkan serta gagasan program yang akan dilakukan
nantinya namun juga menjelaskan atas dasar apa dan untuk siapa dirinya maju menjadi calon
legislatif sehingga setidaknya masyarakat memahami bahwasanya gagasan yang dibawa
nantinya tidak hanya membawa hasil yang tersegmentasi melainkan general. Mengandalkan
buruh merupakan hal yang sah dilakukan tetapi tidak hanya sebagai elemen utama untuk
meraih pundi suara melainkan untuk membentuk kelompok massa baru sebagai target
sosialisasi. Hasil yang jauh dari perhitungan dan perencanaan cukup merugikan buruh karena
caleg buruh FSPMI dalam menjalani proses kampanye politiknya tidak mendapat sokongan

dana dari partai terkait yang memberi slot termasuk Gerindra walaupun memberi slot



terbanyak. Anggaran dana murni datang dari kas organisasi yang mana dana bersama yang
terhimpun melalui kas para anggota FSPMI Jawa Timur. Mereka menganggarkan dana
sebesar 15 juta terhadap setiap calon dengan total 11 calon, FSPMI Jawa Timur dalam
momen pencalonan legislatif total mengeluarkan dana sebesar 165 juta selama momen
pemilihan legislatif 2019 ini. Terbilang cukup banyak untuk pengeluaran anggaran
organisasi, namun jika dilihat secara perorangan dana 15 per calon terlalu lemah untuk

melawan caleg pengusaha outsourcing.

Buruh dan serikatnya saat ini mengalami dilema besar dalam menentukan arah serta
cara pergerakannya. Terdapat dua pilihan yang hadir yakni cara moderat ataukah cara
moderat, namun jika dilihat melalui dua aspek yakni historis dan utamanya empiris, kedua
cara tersebut sudah tidak cukup memungkinkan. Bahkan cara moderat dan radikal ketika
diterapkan di era demokrasi seperti saat ini hanya akan menghadirkan dampak yang sangat
minimal atau bisa jadi tidak menguntungkan mereka. Cara moderat hanya akan
meminimalisir ruang gerak buruh sendiri dengan posisi tawar yang minim sehingga
keuntungan yang didapat dalam kesepakatan pun nantinya juga akan minim. Cara moderat
dalam pergerakannya juga hanya akan menunjukkan bahwa serikat buruh minim konektivitas
dengan elit eksternal lainnya utamanya elit politik yang nantinya hanya akan menjadikan
buruh menjadi tunggangan politik. Begitu pula cara radikal yang jauh lebih tidak
memungkinkan jika diimplementasikan oleh buruh saat ini. Sistem demokrasi dengan
kebebasan bersuara tidak menjadikan alasan logis bagi buruh untuk bergerak radikal
walaupun dalam penyuaraan aspirasinya belum tentu membuahkan hasil. Pergerakan yang
radikal hanya akan membuat buruh dilumpuhkan bahkan secara permanen melalui

pencabutan kebijakan buruh untuk berserikat secara permanen.

SIMPULAN

Keberadaan buruh hingga saat ini hanya dijadikan komoditas dan obyek politik
semata karena segala bentuk kesepakatan yang dijalin oleh dan penawaran yang diberikan
oleh elit politik hanya kepedulian semu. Dikatakan komoditas karena serikat buruh dan
anggota buruh di dalamnya hanya dijadikan sebagai sarana pencritraan elit politik terhadap
masyarakat. Karena dengan memberikan perhatian lebih kepada buruh yang notabene
kalangan bawah mampu memperoleh perhatian publik dengan mudah karena dianggap peduli
“wong cilik” dan menghormati sejarah mengingat buruh memiliki sejarah panjang sejak

zaman kolonial terkait perjuangan kemerdekaan bangsa. Elit politik juga akan dengan mudah



memperoleh feed back positif dari anggota FSPMI Jawa Timur selaku serikat buruh yang
tentunya akan antusias dengan diberinya kesempatan terlibat langsung dalam pencalonan
legislatif. Dapat dikatakan bahwa cara yang dilakukan oleh elit politik tersebut seperti sekali
mendayung dengan banyak pulau terlampaui. Jika melihat motif yang dilakukan para elit
politik, upaya perluasan isu pekerja yang dilakukan oleh FSPMI Jawa Timur DPC Sidoarjo
dalam momen pemilihan umum legislatif 2019 tidaklah efektif terlebih gagalnya FSPMI
Jawa Timur untuk mengirimkan salah satu kadernya sekalipun di jajaran legislatif termasuk
caleg buruh asal DPC Sidoarjo sehingga dikatakan peluang di momen politik tidak lebih baik
dibandingkan hasil aksi yang dilakukan diluar momen politik.
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